
 

 
 
 

 
 

 
 
 

BUPATI KARAWANG 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 26 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK TERLANTAR PADA 
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KARAWANG, 
 

Menimbang : a. bahwa pendampingan terhadap anak terlantar merupakan 

wujud nyata dari nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan 
penghormatan terhadap hak asasi manusia yang bersumber 

dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan standar pelayanan 

minimal bidang sosial khususnya terhadap anak terlantar 
melalui Pemberian Program Pemberian Bantuan Sosial bagi 
Anak terlantar diperlukan adanya pendampingan dalam 

Pelaksanaan Pemberian Layanan dan Bantuan Sosial bagi 
Anak Terlantar pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di 

Kabupaten Karawang secara terpadu dan berkesinambungan 
oleh tenaga pendamping; 
 

c. bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 

melaksanakan pendampingan terhadap anak terlantar 
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 44 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pendampingan Terhadap Anak Terlantar pada Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5606); 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4967); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 
 

4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten 
Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 7051); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6132); 
 

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427); 
 

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang 
Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 988); 
 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK TERLANTAR PADA LEMBAGA 
KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud : 

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah 
Daerah Kabupaten Karawang. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
 

3. Bupati adalah Bupati Karawang. 
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4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas 
Sosial Kabupaten Karawang. 
 

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
 

6. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan 
bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, 

pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial 
secara wajar. 
 

7. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang selanjutnya 
disingkat LKSA adalah lembaga kesejahteraan sosial yang 

dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, atau 
Masyarakat yang melaksanakan pelayanan pengasuhan dan 
perlindungan terhadap anak baik yang berada di dalam 

maupun di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial. 
 

8. Pendampingan adalah kegiatan Pekerja Sosial Profesional atau 

Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial 
untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Anak akan kasih 

sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang 
menetap dan berkelanjutan. 

 

BAB II 
TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Tujuan 

Pasal 2 

Tujuan Pendampingan terhadap Anak Terlantar pada LKSA ini 
adalah : 

 

a. mengoptimalkan program pemberian bantuan sosial Anak 

Terlantar melalui LKSA; 
 

b. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak Anak 
Terlantar; 
 

c. meningkatkan kualitas pelayanan pendampingan Anak 

Terlantar; 
 

d. meningkatkan kesejahteraan Anak melalui pelayanan yang 
komprehensif; 
 

e. memberikan pedoman operasional bagi LKSA dalam 

menyelenggarakan program pelayanan dan pendampingan 
Anak Terlantar; dan 
 

f. membangun sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, 

dan LKSA dalam penanganan Anak Terlantar. 
 

Bagian Kedua 

Sasaran 

Pasal 3 

Sasaran Pendampingan terhadap Anak Terlantar pada LKSA 
meliputi : 

a. Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab dalam 
perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan 

program pemberian bantuan sosial bagi Anak Terlantar; 

b. LKSA, sebagai pelaksana program pemberian bantuan sosial 
yang bertugas memberikan pelayanan sosial dasar dan 

pendampingan secara berkelanjutan kepada Anak Terlantar; 
dan 
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c. Anak Terlantar, sebagai penerima manfaat dari program 
pemberian bantuan sosial, yang memperoleh pemenuhan hak-
hak dasar, perlindungan, pengasuhan, serta pembinaan untuk 

mendukung tumbuh kembang dan kemandiriannya. 

 
Bagian Ketiga  

Ruang Lingkup 

Pasal 4 

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: 

a. pelaksanaan Pendampingan; 
 

b. seleksi, kriteria dan tata cara seleksi Pendamping Anak 
Terlantar; 
 

c. pembinaan; 
 

d. pembiayaan; 
 

e. pemantauan dan evaluasi; dan 
 

f. mekanisme pelaporan. 
 

BAB III 
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN ANAK TERLANTAR PADA LKSA 

Bagian Kesatu 
LKSA 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan Pendampingan Anak Terlantar pada LKSA 
dimaksudkan untuk mendukung program pemberian bantuan 
sosial uang bagi Anak Terlantar di Daerah yang diberikan 

melalui LKSA. 
 

(2) LKSA sebagaimana ayat (1) merupakan LKSA yang telah 
melalui proses dan tahapan. 
 

(3) LKSA dalam pelaksanaan Pendampingan terhadap Anak 
Terlantar sebagaimana ayat (1) harus melaksanakan: 

 

a. identifikasi dan asesmen terhadap kebutuhan Anak; 
 

b. penyusunan rencana intervensi dan program layanan 

Pendampingan; 
 

c. pengasuhan sementara dan rehabilitasi psikososial; 
 

d. pemantauan dan evaluasi perkembangan Anak secara 
berkala; 
 

e. koordinasi dengan pihak terkait untuk mendukung 
pemenuhan kebutuhan Anak; dan 
 

f. penyaluran bantuan sosial yang telah diberikan kepada 

Anak Terlantar secara tepat sasaran, tepat jumlah dan 
tepat waktu. 

 

Bagian Kedua 
Pendamping 

Pasal 6 

(1) Pendamping ditunjuk melalui seleksi oleh Tim Seleksi 
pendamping Anak Terlantar dan ditetapkan dengan Keputusan 

Kepala Dinas. 
 

(2) Pendamping Anak Terlantar pada LKSA berstatus Non ASN. 
 

(3) Pendamping Anak Terlantar pada LKSA berhenti/dapat 

diberhentikan apabila: 
 

a. meninggal dunia; 
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b. diterima sebagai aparatur sipil negara/tantara nasional 
Indonesia/Kepolisian/anggota legislatif; 
 

c. mengundurkan diri; 
 

d. tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan 
 

e. terlibat masalah hukum. 
 

(4) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mempunyai tugas sebagai berikut : 
 

a. melakukan konseling dan Pendampingan psikososial 
kepada Anak Terlantar; 
 

b. mengkoordinasikan bantuan dan layanan kebutuhan 
dasar Anak Terlantar dengan instansi/lembaga terkait; 
 

c. melakukan mediasi dan fasilitasi untuk mengintegrasikan 

anak terlantar ke dalam keluarga atau lembaga 
pengasuhan alternatif; dan 
 

d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan Pendampingan 
secara berkala kepada Kepala Dinas. 

 

(5) Dalam melaksanakan tugas pendamping memiliki fungsi 
sebagai berikut: 

 

a. sebagai mediator antara Anak Terlantar dan sumber 
layanan yang tersedia; 
 

b. sebagai fasilitator dalam program pemberdayaan Anak 

Terlantar; 
 

c. sebagai pelaksana kegiatan yang bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan Anak Terlantar; 
 

d. sebagai pengawas untuk memastikan Anak Terlantar 
mendapatkan hak dan perlindungan yang layak; dan 
  

e. sebagai advokat dalam memperjuangkan hak Anak 

Terlantar di berbagai tingkat kebijakan. 
 

BAB IV 

SELEKSI, KRITERIA DAN TATACARA SELEKSI PENDAMPING 
ANAK TERLANTAR 

Bagian Kesatu  
Seleksi Pendamping 

Pasal 7 

(1) Seleksi Pendamping Anak Terlantar dilakukan oleh Tim Seleksi 
Pendamping Anak Terlantar. 
 

(2) Tim Seleksi Pendamping Anak Terlantar sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur : 
 

a. aparatur sipil negara pada Dinas; dan 
 

b. tenaga profesional. 
 

(3) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b 
dapat terdiri atas: 

 

a. pekerja sosial professional; dan 
 

b. psikolog. 
 

(4) Tim seleksi Pendamping Anak Terlantar sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala 
Dinas. 
 

(5) Tim seleksi Pendamping Anak Terlantar sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) melaporkan hasil seleksi Pendamping 
kepada Kepala Dinas. 
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Bagian Kedua  
Kriteria Pendamping 

Pasal 8 

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai 
persyaratan sebagai berikut: 

 

a. warga negara Indonesia; 
 

b. berasal dari unsur relawan sosial; 
 

c. berasal dari unsur sumber daya manusia pada LKSA; 
 

d. memiliki pengalaman dalam Pendampingan atau pekerjaan 
sosial paling sedikit 1-2 tahun, khususnya yang berhubungan 

dengan anak-anak atau kelompok rentan; 
 

e. telah mengikuti pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas di 
bidang kesejahteraan sosial khususnya dalam Pendampingan 
Anak; 
 

f. telah memiliki sertifikat sebagai relawan sosial/pekerja 

sosial/penyuluh sosial yang dikeluarkan oleh kementerian 
sosial; 
 

g. sehat secara fisik dan mental untuk mendukung tugas di 

lapangan, termasuk menghadapi kondisi kerja yang 
menantang; 
 

h. bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi; dan 
 

i. bersedia bertanggungjawab memberikan layanan 
Pendampingan terhadap 5 – 10 Anak Terlantar pada LKSA yang 

mendapatkan program bantuan sosial bagi Anak Terlantar. 
 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Seleksi 

Pasal 9 

Tata cara Seleksi pendamping Anak Terlantar, meliputi : 

a. bersifat terbuka; 
 

b. Dinas melalui tim seleksi Pendamping Anak membuat 

pengumuman seleksi dan ketentuan penerimaan berkas; 
 

c. seleksi berkas, ujian tertulis dan wawancara disusun oleh tim 
seleksi Pendamping Anak Terlantar; dan 
 

d. pengumuman hasil dan berita acara penetapan peserta lulus 

seleksi oleh tim seleksi Pendamping Anak Terlantar. 
 

BAB V 

PEMBINAAN 

Pasal 10 

(1) Bupati melalui Dinas melakukan pembinaan kepada 

Pendamping Anak Terlantar yang telah ditetapkan. 
 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
 

a. pemberian bimbingan teknis; dan/atau 
 

b. sertifikasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
 

(3) Bimbingan teknis dan sertifikasi penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan instansi atau 
lembaga yang memiliki kompetensi dalam kegiatan bimbingan 

teknis dan sertifikasi di bidang sosial. 
 

 



- 7 - 
 

BAB VI 
PEMBIAYAAN 

 

Pasal 11 
 

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas, yang 
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 

 
BAB VII 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Bagian Kesatu 
Pemantauan 

 
Pasal 12 

 

Bupati melalui Dinas melakukan pemantauan untuk menjamin 
sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara 

terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan 
Pendampingan terhadap Anak Terlantar pada LKSA. 

 

Bagian Kedua 
Evaluasi 

 
Pasal 13 

 

(1) Bupati melalui Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan 
pendampingan terhadap Anak Terlantar pada LKSA untuk 
mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan 

kebijakan, program, dan kegiatan Pendampingan terhadap 
Anak Terlantar pada LKSA. 
 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

setiap 3 (tiga) bulan sekali. 
 

BAB VIII 
MEKANISME PELAPORAN 

 

Pasal 14 
 

(1) Pendamping melaksanakan pelaporan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala dan berkelanjutan. 
 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

perkembangan, identifikasi, pembinaan, konsultasi, evaluasi, 
advokasi dan rekomendasi terhadap Anak Terlantar kepada 
Kepala Dinas. 
 

(3) Laporan Pendamping Anak Terlantar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan format yang sudah ditetapkan oleh Dinas. 
 

(4) Laporan Pendamping Anak Terlantar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disahkan dan ditandatangani oleh Ketua LKSA. 
 

(5) Laporan sebagaimana pada ayat (1) dikirimkan oleh 
Pendamping kepada Dinas setiap 3 (tiga) bulan sekali. 
 

(6) Format Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 





 LAMPIRAN : 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 26 TAHUN 2025 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK 
TERLANTAR PADA LEMBAGA 

KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK 
 

FORMAT LAPORAN PENDAMPINGAN ANAK TERLANTAR 
 

LAPORAN PENDAMPINGAN ANAK TERLANTAR 
 

LKSA  : [Nama LKSA] 
Periode : [Bulan/Tahun] 
 

I. Identitas Anak 

No Nama Anak Usia 
Jenis 

Kelamin 

Alamat 

Domisili 

Status 

Kependudukan 
Keterangan  

1.        

2.        

3.        

4.        

dst       

II. Latar Belakang Kasus 

Tuliskan penjelasan singkat mengenai kondisi anak, termasuk alasan keterlantaran, 

kondisi keluarga, kondisi kesehatan, pendidikan, dan aspek sosial lainnya. 

III. Bentuk Pendampingan yang Diberikan 

No Jenis Pendampingan 
Tanggal 

Pelaksanaan 
Durasi Pelaksana 

Hasil/Tindak 
Lanjut 

1.       

2.       

3.       

4.       

dst      

IV. Permasalahan yang Dihadapi 

Uraikan masalah yang dihadapi selama proses pendampingan, baik dari pihak anak, 

keluarga, maupun lingkungan sekitar. 

V. Hasil dan Capaian Pendampingan 

Jelaskan perubahan atau perkembangan positif yang terjadi pada anak setelah 

dilakukan pendampingan. 

VI. Rencana Tindak Lanjut 

Tuliskan rencana ke depan terkait pendampingan, kebutuhan anak, serta rujukan 

atau koordinasi dengan pihak lain. 
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